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PENGANTAR

Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program-
program pembangunan desa menjadi kunci pembangunan yang inklusif. Program pembangunan
yang dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel merupakan
wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan.
Dengan transparansi, penggunaan dana pembangunan dapat dipantau secara luas untuk memastikan
pemanfaatannya menyasar kebutuhan masyarakat luas. Apalagi besaran dana desa terus meningkat
dari tahun ke tahun.

Terbitnya Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini merupakan inovasi yang
baik dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Buku ini dapat menjadi rujukan bagi
pemerintah desadan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)dalam upaya mewujudkan prinsip transparansi
dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban APB Desa
atau realisasi APB Desa kepada pemerintah supra desa (akuntabilitas vertikal), BPD (akuntabilitas
horizontal), dan masyarakat luas (akuntabilitas sosial). Buku Saku ini juga dapat dimanfaatkan oleh
para pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah dan terutama kecamatan, pendamping
desa, organisasi masyarakat sipil, dan perguruan tinggi, dalam memfasilitasi pembangunan desa yang
transparan dan akuntabel.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selalu membuka ruang kerja
sama dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat.
Di antaranya kerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang didukung
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), satu program kemitraan
Pemerintah Australia dan Indonesia melalui kegiatan literasi anggaran bagi masyarakat desa dan
menyusun Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa ini.

Jakarta, Mei 2020

Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
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BUKU SAKU
TRANSPARANSI
DAN

AKUNTABILITAS
REALISASI APB DESA

Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB Desa ini merupakan buku pegangan dan panduan
bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam upaya mewujudkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan desa berupa laporan pertanggungjawaban
APBDesaataurealisasi APB Desa kepada pemerintah supra desa(akuntabilitas vertikal), BPD (akuntabilitas
horizontal), dan masyarakat (akuntabilitas sosial).

TUJUAN

Tujuan diterbitkannya buku saku ini, antara lain:

1. Agar pemerintah desa semakin transparan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan
keuangan desa berupa realisasi APB Desa;

2. Agar partisipasi masyarakat semakin berkualitas karena mendapatkan informasi yang benar, jujur,
dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa;

3. Mempraktikkan akuntabilitas vertikal, akuntabilitas horizontal, dan akuntabilitas sosial di desa.

RUANG LINGKUP

Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Buku saku ini tidak akan membahas seluruh
tahapan tersebut, namun fokus pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (APB
Desa).
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DASAR HUKUM

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 ini mengubah PP Nomor 43
Tahun 2014 dan PP Nomor 47 Tahun 2015. PP ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
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ASAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan
desa yang baik, yaitu:

a. Transparan. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Akuntabel. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan
pengendaliansumberdayadan pelaksanaankebijakanyangdipercayakandalamrangkapencapaian
tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Partisipatif. Penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk proses perencanaan dan
penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa,
termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak
tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan
sebagainya;

d. Efektif dan Efisien. Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan keuangan desa harus proporsional,
sesuai tingkat kewajaran, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh warga

desa melalui Musyawarah Desa;

e. Tertib dan Disiplin Anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus tepat waktu dan mengacu pada
aturan atau pedoman yang melandasinya.

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa 3



TRANSPARANS
LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA

Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib
diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pada konteks pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan
desa, dokumen yang wajib diinformasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat desa dan BPD', antara
lain:

1) Laporan realisasi APB Desa;

2) Laporan realisasi program dan kegiatan, termasuk program sektor, program daerah, dan program
lainnya yang masuk ke desa;

3) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

4) Sisa anggaran (SiLPA APDESA);

5) Alamat pengaduan. Informasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa kepada masyarakat
dan BPD dapat berupa infografis, buku saku, atau lembar pengumuman, yang disebar melalui

website desa, baliho, dan/atau ditempel di papan pengumuman desa dan tempat-tempat strategis
desa.

1 Pasal 68-72 Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
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KETERLIBATAN
MASYARAKAT
DAN BPD DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA

Peran dan keterlibatan masyarakat dan BPD pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa,
antara lain:

1) Masyarakat dan BPD memberi kesempatan kepada Kepala Desa dan perangkat desa untuk
menyusun laporan pertanggungjawaban APB Desa;

2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban APB Desa, dimana
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

3) BPD mengundang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan seluruh elemen masyarakat desa, termasuk
kelompok perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, forum anak tingkat desa, perwakilan

lembaga adat, dan kelompok sektoral seperti petani, nelayan, dan sebagainya;

4) Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa diselenggarakan setiap akhir tahun
anggaran;

5) Masyarakatdesadan BPD memberikantanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban
APB Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa;

6) BPD menyusun Berita Acara hasil Musyawarah Desa (Musdes) pertanggungjawaban APB Desa.

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa 5



AKUNTABILITAS
LAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan realisasi APB Desa dan
mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah supra desa (Bupati/Wali Kota melalui Camat), BPD,
dan masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian,
ada tiga (3) bentuk akuntabilitas yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada supra desa
(Bupat/Wali Kota melalui Camat);

2) Akuntabilitas horizontal, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada BPD; dan
3) Akuntabilitas sosial, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa kepada masyarakat desa.
Pelaksanaan akuntabilitas horizontal dan akuntabilitas sosial dapat dilaksanakan secara bersamaan

dalam Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban APB Desa oleh Kepala Desa,
sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

6 Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa



<oy N

{ PENYERAHA

LAPORAN

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali
Kota melalui camat. Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa; dan laporan realisasi kegiatan.
Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan Kepala Urusan (Kaur)
dan Kepala Seksi (Kasi) pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi wajib menyampaikan laporan akhir
realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
seluruh kegiatan selesai. Kepala Desa kemudian mengumpulkan laporan-laporan tersebut paling lambat
minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa 7



PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APB DESA

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan
secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam
bentuk Peraturan Desa.

Proses pertanggungjawaban keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali
Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3. Peraturan Desa disertai dengan:

a. Laporan keuangan, terdiri atas:
- Laporan realisasi APB Desa; dan
- Catatan atas laporan keuangan.
b. Laporan realisasi kegiatan; dan
c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

4. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa akhir tahun anggaran.

8 Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa



Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa

5. Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, yang
sedikitnya memuat:

a. Laporan realisasi APB Desa;

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran; dan

e. Alamat pengaduan.

6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/
Wali Kota.

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa 9



Lampiran

LAMPIRAN

BAGAN 1. PRINSIP PERENCANAAN PENGANGGARAN DESA

TRANSPARAN AKUNTABEL

TERTIB DAN
DISIPLIN
ANGGARAN

PARTISIPATIF

Sumber: Pasal 24 UU Desa, Pasal 2 Permendagri 20/2018, diolah oleh FITRA

BAGAN 2. AKUNTABILITAS LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

Kepala Desa

1. Laporan semesteran realisasi Laporan keterangan Laporan pertanggungjawaban kepala
pelaksanaan APB Desa pertanggungjawaban realisasi desa diinformasikan kepada
2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa, terdiri dari masyarakat melalui media informasi,
realisasi pelaksanaan APB Desa pendapatan, belanja dan pembiayaan paling sedikit memuat:
kepada Bupati/Wali Kota setiap akhir a. Laporan realisasi APB Desa;
tahun anggaran b. Laporan realisasi kegiatan;
3. Laporan realisasi penggunaan Dana c. Kegiatan yang belum selesai
Desa dan/atau tidak terlaksana;
d. Sisa anggaran;
e. Alamat pengaduan.

Kepala Desa wajib:

(a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Wali Kota;

(b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Wali Kota;

(c) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap
akhir tahun anggaran

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Wali Kota atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit memuat:

(a) Laporan keuangan, terdiri atas:
- Laporan realisasi APB Desa, dan
- Catatan atas laporan keuangan
(b) Laporan realisasi kegiatan, dan
(c) Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA
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BAGAN 3.

Lampiran

TAHAPAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN APBD SEMESTER |

Pelaksana Kegiatan Kepala Desa Bendahara Desa BPD/Masyarakat Bupati/Walikota

Laporan
Kegiatan

Arsip SPP, Laporan

Arsip SPP

A

Kegiatan, Rincian
Pendapatan

Rincian
Pendapatan

Penyusunan
LRA
LRA LRA
Persetujuan | Musdes oleh
LRA - BPD
A 4
LRA » LRA

Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA

BAGAN 4. AKUNTABILITAS HORIZONTAL DAN SOSIAL

Pelaksana Kegiatan Sekretaris Desa Kepala Desa BPD/Masyarakat Bupati/Walikota

Arsip SPP, Laporan
Kekayaan Milik Desa

\_(_

I

Arsip SPP, Laporan

LP)

F N

L T

v

Pembahasan Bersama

Laporan Kegiatan — | Kekayaan Milik Desa,
Laporan Kegiatan, Rincian
Pendapatan H-
Bendahara Desa
Penyusunan LP)
Rincian Pendapatan s LP) LPJ
Instansi Pemerintah yang .
Lebih Tinggi Persetujuan LPJ
Laporan Program s

!

Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban APB Desa

Peraturan Desa tentang
Pertanggungjawaban APB Desa

Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018 dan Permendes 17 Tahun 2019 diolah oleh FITRA

Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa
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Lampiran

BAGAN 5. MUSYAWARAH DESA LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DESA
Peserta Musdes: Kepala Desa/
1. Seluruh Anggota BPD Pemerintah Desa
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. Tokoh Masyarakat Laporan Realisasi APB
5. Tokoh Agama Desa dipublikasi, melalui:
6. Perwakilan Perempuan 1. Baliho
7. Perwakilan Disabilitas 2. Website resmi Pemdes
8. Perwakilan Pemuda 3. Sosial media Desa
9. dll 4. Aplikasi WhatsApp
5. Radio Komunitas
Kepala Desa 6. dll
Laporan keterangan A
pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APB .
Desa, terziri dari > Persiapan Musdes Ae bess
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan
v
Lampiran: B BFD
1. Laporan keuangan
terdiri dari laporan Musyawarah BPD: BPD menyelenggarakan
realisasi APB Desa dan 1. Evaluasi BPD terhadap Musdes membahas
catatan atas laporan laporan keterangan laporan realisasi
keuangan; penyelenggaraan pelaksanaan APB Desa.
2. Laporan realisasi pemerintahan desa Keluaran:
kegiatan; oleh Kepala Desa 1. Persetujuan laporan
3. Daftar program (LKPPD). Keluaran: realisasi APB Desa;
sektoral program Laporan hasil evaluasi 2. Peraturan Desa
daerah dan program BPD terhadap LKPPD; tentang LRA;
lainnya yang masuk ke 2. Menyusun laporan 3. Penyampaian laporan
desa. kinerja BPD. kinerja BPD;
Disampaikan kepada BPD 4. Berita acara Musdes.
secara tertulis paling
lambat 3 (tiga) bulan
setelah berakhirnya tahun
anggaran.
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Lampiran

TABEL 1. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

LAPORAN AKHIR REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

BULAN ....eveiiiiineneeiiicnnnes TAHUN ....uueeriiiiiinnnereicccnnneeeenne.
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
OUTPUT SUMBER DANA
KODE REKENING URAIAN Rencana Realisasi pana | AP | Lain | gy
; Desa lain B
Anggaran Anggaran | Capaian Desa lain
Volume | Satuan ®p) Volume | Satuan Rp) (%) (Rp) ®p) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14
alblclalb|c]|d
Jumlah
Kaur/Kasi
( )
Cara pengisian:
Kolom 1 dan 2 : diisi dengan Kode Rekening
Kolom 3 : diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa
Kolom 4 : diisi volume kegiatan yang direncanakan
Kolom 5 : diisi volume:

- jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit
- jalan/irigasi/drainase atau yang sejenis = M
- kegiatan non fisik - paket

Kolom 6 : diisi jumlah anggaran yang direncanakan

Kolom 7 : diisi volume kegiatan yang terealisasi

Kolom 8 : diisi satuan volume yang terealisasi

Kolom 9 : diisi dengan jumlah dana yang digunakan

Kolom 10 : diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan

Kolom 11 : diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa

Kolom 12 : diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa

Kolom 13 : diisi dengan penggunaan dana dari sumber lain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
Kolom 14 : diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang

Sumber Permendagri 20 Tahun 2018
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Lampiran

TABEL2. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES
SEMESTER AKHIR TAHUN ......
PEMERINTAH DESA ......ccceoevuunnne KECAMATAN ......ccovvrrerrenne
KABUPATEN ......cceeevviiinnnnnennccnnne
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/
REKENING (Rp) (Rp) (KURANG) (Rp)
4. PENDAPATAN
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.1 Dana Desa
422 Alokasi Dana Desa
43 Pendapatan Lain-lain
4.3.6 Bunga Bank
JUMLAH PENDAPATAN
5. BELANJA
5.1 Belanja Pegawai
5.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.4 Tunjangan BPD
52 Belanja Barang dan Jasa
5.2.1 Belanja Barang Perlengkapan
522 Belanja Jasa Honorarium
523 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.5 Belanja Operasional Perkantoran
52.7 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
5.3 Belanja Modal
53.2 Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat
534 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5.3.5 Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5.3.6 Belanja Modal Jembatan
5.3.7 Belanja Modal Iriggasi/Embung/Drainase/Air Limbah
5.4 Belanja Tidak Terduga
5.4.1 Belanja Tidak Terduga
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
6. PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya
6.2 Pengeluaran Pembiayaan
6.2.2 Penyertaan Modal Desa
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
........... K epa|aDesa

Sumber Permendagri 20 Tahun 2018
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Lampiran

CONTOH INFOGRAFIS REALISASI APB DESA

Laporan Realisasi APBDes

Logo Daerah Desa seccccccccoe

ROC: cissiniians B siisinssssnisiasssiss

Tahun Anggaran .....

T R R R
enaapatan teanster | [ [
o

[ agian oar has papacdan RebusiDaeran | [ [
Mowsbamebess | [ [
" bantan Kevsnganprowns | [ [
" bantuan Kevangan kabuparenkow | [ [
engapatan g | [ [
I T I R

/ BELANJA

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Q

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa

JUMLAH PENDAPATAN
SURPLUS/(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

PEMBIAYAAN NETTO

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
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Lampiran

CONTOH INFOGRAFIS PER BIDANG BELANJA

Laporan Realisasi APBDes
Loga Dasrah Desa (TR
(I Kab. ..c.ce.ee.

Belanja Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kotak ini diisi foto kegiatan

Penghasilan Tetap dan Tujangan Biaya Gperasional

Kades dan Perar Desa Pemaristah des i
@ yoriond g oo g belanja
Fiealisan: Fi. Hpalmans i
Lebih/(Kurangl: Kp Lt/ (Wurang): Rp,
@ Tunjangan dan aperssional BP0 Pangslolaan Administras!
Anggeran; R, g Kepandudukan. Pencatatan Sipll
sl g Anggeear. ip
Latsibiursngl: fp Hwwdsauk fp
Lebih/ (Kurang]: B
. =
@ Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Anggarar: Rp
Realisasi: Ap.
Letih/(Kurang - Rp.
Keterangan
Laporan Realisasi APBDes
Logo Daerah Desa ssecssssscee
Kec. ........... Kab.
Tat
Belanja Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa
Pekerjaan i i Kehutanan in Kotak ini diisi foto kegiatan
Peratasn Rusng Linghungan Hidup B
Ar oy Ry Ar e Rp.
e il belanja
Listsiu/ (Wurmng - i i {Murnreg): Rp.
e Kawasan Parmadiman
F— o rbatane 8
. Ol Gosises B Poalloanl: Hi.
Lmh.-:n:‘.-gu [ Lu;:l’::tku:m] o
@ Pachiubungan, Komunikasl Eneryl dan Sumbee
dan Infoemeti Days Minersl
Anggeesn Fp. Anggarsn; Ry,
Aralsan: Ry Healisas R,
Lot/ {Hurmngh: B Lebih/(Kurangl: Rp,
Privwisata Pandidikan
e Anggarar: o Anggarar: Rp.
Resisasl By Reaisasl Ap.
Lasteh {(Kairangd: #o. Lk {Hurangl: R,
Keterangan
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Lampiran

Laporan Realisasi APBDes

Desa .....

Belanja Bidang Pemberdayaan

Kemasyarakatan
Kotak ini diisi foto kegiatan

Pertanian Kalautan bela nja
Anggaran: fip. Anggerar: Rp
Resiisesi; iy #ealisast Rp,
Lebib Kursng: Rp. Lubih/{Kurang): .
Perlindungan Perempian Pengembangan Ekonomi
dan Anak Anggarar: Rp:
Angganen: fig: Realsasi: Rp.
Resiizasi: Rp. Labih{urang): Rp.

LesihrKurangl: Rp,

Keterangan

Laporan Realisasi APBDes

Desa ...cccceee.

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kotak ini diisi foto kegiatan

Kegernian dan Budaya Keagamaan dan Soslal H
W Angparan: Ap. Anggaran: Rp, bela nJa

/ Realisasi: Rp. Reslisas: Rp,

Lesih/(Kurangl Rp. Latihu/{Kurang): R

Lembaga Pemberdayaan Pemberdayas

Masyarakat Karang Taruna

Anggaran: Rp Anggarar: Rp.

Fealsast: Rp. Rmalsasl; Ro.

Lebin(Kurannh: Ap, Lebih/(Kurarg): Rp,

Pamberdayain
Kesajahterasn Keluergs (PEE)
Anggarar: fp.

Redlisasi: Bp.

Lebih/fKurang): Rp.

Keterangan
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Lampiran

Laporan Realisasi APBDes

Desa ...ccceeee.

Kec. ...........

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,

Keadaan Darurat dan mendesak Desa
Secara Umum Kotak ini diisi foto kegiatan

belanja

Seslalisasi
Anpgeran: Rp,
Reelisas: Rp.
Letbik/(Kurarg): fe.

Posko Bencana
tngparar: Bp
Fieakisasi; Ry
Lebih/{Kurang): e,

Bantuan Bencana
Anggeran: Rp.
Fomalicss: i,
Lebih/{Kurang): Rp.

Keterangan
Laporan Realisasi APBDes
Desa (A X RN R R NN N J
Belanja Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan mendesak Desa o _
Penanganan Covid-19 Kotak ini diisi foto kegiatan
belanja
Penanganan dan Padat Karya
Pencegahan Covid-19 Tursal Dusa
Angpacan: e Anggeean: Rp.
Rewisasl: fp. FReallsasi B,
Lessiby/ Kurangl: Bp. Lebih/{Kurang: Fp.
RBahanSosialisal Rt fromisabiy
Soggumn . ety
‘_ehw[’u""gup_ Lebilv{Kurangh: fp:
Peridataan Wargs Bartuan Langsung
Anpgaran Fp. Tumai Dana Dess
Raalicasi: F. AnqUAran: k.
Letsin (Kuirang): Rgs Reafsasi: Rp.
Labih/ Kurang: Rp.
Keterangan
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CONTOH INFOGRAFIS PER KELOMPOK BELANJA

Laporan Realisasi APBDes

Logo Daerah Desa ceseneseesoee

| (= — Kab

Belanja Pegawai

Panghasilan Tetag den Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepals Dess Tunjangan Parangkat Desa
Anggarar: Ry, Arsggiran: Ro.

Rualinasii fip. Roulinmsl. B

Lobih/Kurang!: Rp. Lkt (Kuurnng ): R

Fealisast B e/ {uranglk: .
Lebih/Kurangt Rp

Jaminan Soslal Kepals Tunjangan BPD
Dwsa dan Peranghat Desa Anggarar: Rp.
Anggerar By Resfisasl; Hp,

Laporan Realisasi APBDes
Logo Daerah Desa cesenee
- Kab. vecevsennns

Belanja Barang dan Jasa

Belanjn Barang Perlenghkapan Bedanjs Opsranional
Anggjaran R Perkantaran
Rmalicati Fp. Anggaran: Rp.
Labih/{Kursng) Rp. o Realisas: Ro

Labik/ [Kurang): Rp.

Dalargs Juss Honorarium Balanja Dapang dan Joss
Anggeran; Ry, Anggaran: Rp

Fealinasi: fip. Fesfimani; 2,
Labih/(Kursngl Bp Labih/{urangl: B
Belan|s Perjsianzn Dines

Anggaran: R

Reallsasi: Rp.

Lkt (gl Rp

Lampiran

Kotak ini diisi foto kegiatan
belanja

Keterangan

Kotak ini diisi foto kegiatan
belanja

Keterangan
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Lampiran

Logo Daerah

Laporan Realisasi APBDes

Desa (LR R R R QY]

Belanja Modal

Betanja Modal Fengadaan
Paralatan, Mesin dan Alat
Arigacan; Rp.

haalipask Rp,
Labirv'iKurangl Rp.

Belanjs Maodal Gedung,
Bangunan dan Taman
Anpoaran: Rp

Realizast Rp,
Lebity/(Kurangl: Rp:

Belarja Modal Jembatan
Arggaran: fp.

Realzasi: Rp.
LebihiKurangl: Rp.

Belanjs Madal Irigasi/
Embung/Dralnasa/
Air Limbah
Anggaran: Rp.
Renlisast Rp.

Kotak ini diisi foto kegiatan
belanja

Lebihv{Kurang: R,

Balanja Mestal Jalan
atau Prasarana Jalan
Anggarare #p.
Resifaasi: fp.

Letahi [Kurarg): R

Keterangan

Laporan Realisasi APBDes

Logo Caerah Desa [TXTXXTY] .
Kec. .. . Kab.

Tah

Belanja Tidak Terduga
Kotak ini diisi foto kegiatan
belanja
Eslanda Tidak Tarduga
sty
Lebin (urangl: Rp:

Keterangan
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